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ِحينِ  ِي ٱلره ۡحو َٰ ِ ٱلره  بِۡسِن ٱَّلله
ًِ  وُ اْنَحْمُد لِِلِ َربِّ اْنَعا نَِمْيَه َواْنَصََلةُ َوانَسَلَ  َعهَى اَْشَر ِف األَ ْوبِياَِء َواْنُمَر َسهِْيَه َوَعهَى اَنِ
ا بَْعد               ًِ اَْجَمِعْيَه اَمَّ  َوَصْحبِ
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Skripsi ini membahas tentang Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum 
Islam, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu, (1) Bagaimana 
penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe 
madya pabean c Parepare? (2) Bagaimana upaya bea cukai dalam meningkatkan 
pengawasan dan penindakan pada barang cukai ilegal? Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian 
Yuridis dan pendekatan penelitian Sosiologis. Adapun sumber data dalam 
penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder, metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 
teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 
koding data, editing data, reduksi data, dan klasifikasi data. Hasil dari penelitian 
ini bahwa Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan 
secara ketat dan massif  serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum 
atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang 
ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-faktor 
yang menghambat direktorat jenderal bea cukai terhadap peredaran cukai ilegal, 
faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang 
cukai ilegal ke dalam wilayah Parepare, faktor masih lemahnya pengawasan dan 
penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang 
dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan 
pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya 
pengawasan preventif, faktor internal yaitu pengajuan tambahan personil atau 
pegawai, faktor eksternal yaitu batas kawasan yang bebas dan tidak jelas. 
 










A. Latar Belakang 
Tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia juga melakukan 
pengembangan dengan melaksanakan pengembangan dalam Negara perlu  
sejumlah besar dana dan tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi masih ada 
sumber lainnya. Dengan memiliki satu sumber penerimaan Negara untuk 
mendanai pengembangan kecuali pajak  juga dikecualikan pada penerimaan cukai 
atau bea masuk. 
Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-
barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang 
sejumlah besar pendapatan Negara.
1
 Cukai berperan untuk memastikan bahwa 
sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea 
adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk 
tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk 
memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya 
meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan kantor Utama 
Layanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata 
kelola yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan publik untuk 
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menjaga kepercayaan publik. Salah satu peran penting yaitu telah dilakukan dalam 
hal ini tergantung atas penanganan rokok ilegal sebagai upaya untuk 
mengimplementasikan UU No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 
tahun 1995 tentang cukai. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih 
menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di 
samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil 
alkohol) dan EA (Etil Alkohol).
2
  
 Bea dan cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang 
ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.
 Penelitian yang dilakukan oleh Kharel Prames Kharel Prames Triargo dengan 
judul Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor 
Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung). Penelitian ini menyatakan 
bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal 
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui kontrol 
produksi di bidang pemasuk cuai produk tembakau ilegal.  Tujuannya penelitian 
ini untuk mengetahui Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok 
Ilegal. 
  Adapun penelitian yang saya lakukan yaitu Penindakan Cukai Ilegal pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare. 
Penelitian ini menyatakan bahwa penindakan bea cukai yang sangat diperlukan 
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untuk mengatur barang-barang kena cukai atau mengambil tindakan yang 
diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya 
termasuk barang-barang yang boleh kena bea cukai, fasilitas transportasi, gedung 
dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai 
dan layanan pemesanan pita cukai. Adapun salah satu kantor Bea dan Cukai di 
Sulawesi Selatan yaitu Kantor Bea Cukai Parepare. 
 Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan pemberantasan 3,5 juta batang 
rokok ilegal di Kawasan Pelabuhan Nusantara, Selasa (12/10/2019). Bukti ini 
adalah hasil dari tindakan pada 2018/2019. Kepala Kantor Bea dan Cukai 
Parepare Eva Arifah Alyah mengatakan bahwa keberhasilan bea cukai dalam 
melakukan pengawasan dan penangkapan barang ilegal adalah bentuk integritas 
karyawan secara individu. Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh Kantor 
Bea dan Cukai Parepare dalam melakukan layanan ekspor dan impor serta 
pemberantasan distribusi rokok ilegal tentu berdampak pada penerimaan negara 
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B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan 
pelayanan bea dan cukai tipe madya Pabean C Parepare? 
2. Bagaimana upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan 
penindakan barang cukai ilegal? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan 
pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Parepare. 
2. Untuk menjelaskan upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan 
penindakan barang cukai ilegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat teori/Akademik 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara 
untuk menjadi acuan dalam memahami penindakan cukai ilegal pada 
pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai type madya pabean c 
Parepare dalam perspektif hukum Islam. 
b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori 





2. Manfaat praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 
bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun 
pemerintah khususnya penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor 
dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Parepare dalam 
perspektif hukum Islam. 
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi 
khususnya penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan 
bea dan cukai tipe madya pabean C Parepare dalam perspektif hukum 
Islam. 
E. Definisi Operasional 
 Cukai adalah retribusi Negara yang dikenakan atas barang-barang 
tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang.
4
 
 Pengawasan adalah selaku cara demi memastikan bahwa destinasi 
lembaga dan administrasi dapat berhasil.
5
 
 Menurut terjemahan Aufin Ramadhan Pasha bea dan cukai adalah 
urusan yang mengatur barang ekspor dan impor atau pungutan Negara kepada 
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 Oleh karena itu maka penelitian ini, membahas masalah penindakan 
cukai ilegal yang kebanyakan masih dilanggar oleh masyarakat sekitar maka 
dari itu, bea cukai Parepare harus menambahkan jumlah personil agar lebih 
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A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang 
pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan 
diteliti tetapi  memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam 
penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan  antara penelitian di 
bawah dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu terletak pada judul 
penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya 
terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas 
masalah cukai ilegal. Dari beberapa penelitian yang  dimaksud adalah:  
1. Penelitian yang dilakukan Kharel Prames Triargo dengan judul Peran 
Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 
Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor 
Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung).  
 Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan 
hukum terhadap distribusi rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai adalah melalui kontrol produksi di bidang pemasuk cukai produk 
tembakau ilegal dan kontrol sirkulasi di bidang distribusi cukai produk tembakau 
ilegal. Selain itu pengontrolan distribusi rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi. 
Sedangkan penegakan hukum melalui Penegakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan 
penindakan dan penegakan peraturan terhadap peredaran rokok ilegal. Faktor-faktor yang 
dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konteks pengawasan dan 




kesadaran masyarakat akan peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan 
tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait dan pihak berwajib, kurangnya kesadaran 
produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang 
kecil), lemahnya peraturan atau regulasi tentang distribusi rokok ilegal, dan adanya 
kenaikan tarif cukai. 
Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang 
dilakukan oleh Kharel Prames Triargo dan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
yaitu, terdapat pada judul penelitian Kharel Prames Triargo adalah Peran 
Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi 
Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan 
Layanan Bea Cukai Bandar Lampung) sedangkan judul oleh penulis adalah 
Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, tujuan penelitian yang dilakukan Kharel 
Prames Triargo adalah untuk mengetahui Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi 
Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung) 
sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui 
Penindakan Cukai Ilegal pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Parepare, tempat penelitian Kharel Prames Triargo adalah 
Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung sedangkan 




Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare. Persamaannya adalah sama-sama 
membahas tentang cukai ilegal.
7
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Juli Anglaina dengan judul “Pengawasan 
Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar 
Lampung” Penelitian ini menyatakan bahwa Statistik konsumsi rokok rakyat 
Indonesia tampaknya sejalan dengan tingginya prevalensi merokok di Indonesia. Hasil 
Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada 2011 menunjukkan bahwa jumlah pengguna 
tembakau mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total populasi 
Indonesia. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Juli Anglaina 
dan penulis yaitu terdapat pada judul penelitian Juli Anglaina adalah 
“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota 
Bandar Lampung” sedangkan judul penelitian penulis adalah  “Penindakan Cukai 
Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya 
Pabean C Parepare”, tujuan penelitian Juli Anglaina adalah untuk mengetahui 
Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok  Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota 
Bandar Lampung sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui 
Penindakan Cukai Ilegal pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type 
Madya Pabean C Parepare, tempat penelitian Juli Anglaina adalah di Kantor Bea 
dan Cukai Bandar Lampung sedangkan tempat penelitian penulis adalah Kantor 
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Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Parepare, 
persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cukai ilegal.
8
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Pradana dengan judul “Aspek 
Pidana  Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan” penelitian ini menyatakan bahwa di Indonesia, 
peredaran minuman beralkohol baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang 
diimpor diawasi oleh Negara, yang diamanatkan pada Direktorat Jendral Bea dan 
Cukai Menteri Keuangan. Dalam istilah kepabeanan dan cukai minuman 
beralkohol disebut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). MMEA 
merupakan salah satu jenis barang kena cukai berdasarkan Undang-undang Cukai 
selain Etil Alkohol (Etanol) dan hasil tembakau.  
 Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Pradana 
dan penulis yaitu terdapat pada judul penelitian Hendrawan Pradana adalah 
“Aspek Pidana  Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” sedangkan judul penelitian 
penulis adalah “Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Parepare”, tujuan penelitian 
Hendrawan Pradana adalah untuk mengetahui Aspek Pidana  Peredaran Minuman 
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 
sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Penindakan Cukai 
Ilegal pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C 
Parepare, tempat penelitian Hendrawan Pradana adalah di Kantor Bea dan Cukai 
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sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C parepare. Persamaannya adalah sama-sama 
membahas tentan cukai ilegal.
9
 
B. Tinjauan Umum 
1. Cukai 
 Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih 
yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang 
maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak 
negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas 
pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.
10
  
 Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, 
terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi bentuk pajaknya yang tidak 
persis dengan golongan pajak yang bukan langsung.
11
 Salah satu faktor penting salah 
satu daya tarik cukai adalah kontribsinya terhadap pengembangan pada struktur 
sumbangan untuk penerimanaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap 
berkembang pada tahun ke tahun. 
 Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunya sifat atau 
karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi 
pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan 
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hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan 
keseimbangan. 
 Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu : 
 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai 
adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang 




 Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, 
Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang 
merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 
kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk 
penjualan eceran. 
 
Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, 
Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan 
merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang 
kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk 
disalurkan, dijual, atau diekspor. 
  
Pasal 1 Ayat Ayat 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, 
Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang 
kena cukai kepada konsumen akhir. 
 Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang : 
1. Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol. 
2. Penyebarannya perlu dipantau. 
3. Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun kawasan. 
4. Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan dan 
kesetimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini. 
Untuk dapat menggali sumber anggaran pendapatan Negara Pemerintah perlu 
mengoptimalkan upaya untuk menyatakan pendapatan dari sektor cukai, di samping itu 
dari penerimaan pajak. Selain dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan 
sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya 
pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang 
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Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai 
dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Dilihat dari cara 
pemungutannya, cukai termasuk dalam golongan pajak tidak langsung yaitu pajak 
yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada 
hal tertentu atau peristiwa tertentu.
13
 
Pada kebenarannya detik ini, barang kena cukai (objek cukai) yang memungut 
cukai terdiri dari: 
1. Etil alkohol atau etanol adalah produk cair, bening serta tidak bermotif  adalah 
senyawa organik pada metode kimia C2H5OH yang bermanfaat melalui fermentasi 
dengan distilasi atau dengan sintesis kimia. 
2. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah segala produk dengan cairan yang 
kebanyakan diucap minuman yang mengandung etil alkohol yang menduga diproduksi 
melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain. 
3. Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau 
rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk 




Satu dari fungsi hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian 
konsumsi hasil tembakau. Tuntutan oleh masyarakat secara nasional atau 
internasional mengendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi 
terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan yang berasal dari forum 
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internasional yaitu rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2003 dan sudah 
mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Meskipun hingga saat ini pemerintah 




Pengenaan cukai atas barang kena cukai seperti rokok juga diharapkan 
dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara melalui 
pengenaan cukai barang. Oleh karena itu sudah seharusnya peredaran rokok ilegal 
dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena akan merugikan negara dari segi 
pemasukan pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah dan dinas instansi 
terkait harus mampu bekerjasama dalam upaya pengendalian peredaran rokok 
ilegal dan pita cukai palsu tersebut.  
Tercapainya penerimaan cukai justru mencerminkan atau salah satu 




Dari penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum pelanggar dibidang 
cukai, maka paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh : 
1. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan 
pelanggaran dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. 
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 Bea dan cukai harus mengambil tindakan kepada orang yang melakukan 
pelanggaran bagian cukai tanpa memandang bulu sehingga berhasil akibat kapok yang 
memberikan efek jera pada penggarap pelanggaran di bagian cukai terhadap produk 
tembakau dan menekan sirkulasi rokok ilegal di pasar. 
 Pengenaan cukai, mengatur atau menentukan itulah fungsi dari pengenaan 
cukai atau dapat saja disebut manfaat pengatur. Selaku konsekuensi dari manfaat 
regulator, retribusi cukai berlaku dalam berkontribusi terhadap retribusi negara. 
Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam APBN dalam kelompok 
pendapatan domestik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, selain berniat 
membina dan mengendalikan serta memperhatikan dasar yaitu : 
1. Keadilan dan keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dikenakan pada orang-
orang yang seharusnya diharuskan melakukannya dan semua pihak terkait diperlakukan 
dengan cara yang sama dalam syarat dan ketentuan yang sama. 
2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian 
nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai 
terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
3. Pembatasan dalam konteks melindungi orang di sektor kesehatan, ketertiban dan 
keamanan. 
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4. Pengumpulan pajak netral yang tidak menyebabkan distorsi dalam perekonomian 
nasional. 
5. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat 
dilakukan secara tertib, terkontrol, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. 
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas dalam ketentuan undang-
undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat 
mengantisipasi kebutuhan akan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional. 
7. Pengawasan dan penerapan sanksi atau jaminan kepatuhan dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam UU ini. 
 Jika pelanggaran di bidang cukai semakin meluas, hal itu dapat mengakibatkan 
tidak tercapainya penerimaan cukai yang optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan, perlu ditegakkan hukum secara tegas agar target 
penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal. Pemeriksaan melakukan kepada yang 
menggunakan pita cukai yang memalsukan dan kepada yang menggunakan pita cukai 
yang tidak sah, antara lain, atau dengan seharga yang menjual eceran yang lebih kecil 
(tidak kompatibel dengan seharga yang menjual eceran minimum) atau pada pajak cukai 
yang sangat kecil harga yang tidak setakar pada peruntukannya. Pita cukai yang 
diperintah dan didapat oleh pabrikan atau pengimpor  barang kena cukai apabila belum 
dilampirkan ke barang kena cukai bisa dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Pemulangan pita cukai tersebut, antara lain:  
a) Pergantian dalam bentuk pita cukai. 
b) Pergantian pajak cukai maupun nilai satuan. 
c) Pita cukai hancur sebelum mematok maupun 




  Untuk pemulangan pita cukai, produsen maupun pengimpor produk yang 
terkena bea berwenang memiliki pemulangan pajak cukai. Pembayaran lebih tersebut 
mungkin disadari oleh petugas bea cukai dan cukai pada buatan inspeksi atau pada saat 
aplikasi diajukan. Setelah ditemukan dan terbukti ada sisa penunaian, pada saat itu 
petugas bea cukai telah mengeluarkan teks keputusan. Pemulangan cukai dapat dihitung 
pada cukai yang tidak dilunasi. Disamping itu dengan pengenaan cukai, upaya 
penguasa untuk menetapkan distribusi produk tembakau yaitu irisan tembakau dan 
rokok, ada 5 pengamanan rokok untuk kesehatan yaitu perihal:  
a) Ada konten nikotin dan tar. 
b) Persyaratan pembuatan maupun pemasaran. 
c) Persyaratan publisitas dan promosi 
d) Pembentukan area merokok 18 
a. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai 
 Untuk menjamin1pembayaran kembali cukai atas barang-barang cukai yang 
dihasilkan, undang-undang1cukai mengatur pengenaan1sanksi bagi siapa pun 
termasuk1produsen rokok yang melanggar1atau tidak memenuhi ketentuan yang 
tercantum1dalam undang-undang cukai dengan diubahnya dari Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2007 dan hukum penerapannya. Pelaksanaan hukuman di dalam hukum cukai 
yang telah dilakukan melampaui dua bentuk hukuman dengan hukuman pidana1dan 
hukuman manajemen. 
1. Hukuman Administrasi 
 Hukuman manajemen ialah hukuman berupa1denda yang1dikenakan atas 
pengingkaran  yang telah dikerjakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
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tentang Cukai sebagaimana telah diubahnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2007.  Adapun  22 (dua puluh dua) pengingkaran bagi kepastian di dalam UU Cukai yang 
dikenakan hukuman manajemen yang dapat dilihat dengan pasal 14 ayat 7 yang dengan 
dinyatakannya bahwa1siapapun yang telah melaksanakan kesibukan menjadi usahawan 
pabrik dan tanpa meminta izin yang bakalan dikenai hukuman manajemen dalam bentuk 
denda minimum Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
19
 
2. Sanksi Pidana 
 Sanksi pidana adalah sanksi berupa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim dalam persidangan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Sanksi pidana dapat 
berupa hukuman penjara atau denda. 
 Hukuman pidana yang tercatat di dalam Undang-Undang1Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai sebagaimana yang telah diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 
391Tahun 2007 ialah  kumulatif1dan kumulatif pengganti. Ada 9 (Sembilan) pasal 
hukuman pidana yang menjalar dalam  Pasal 50-58 dan1pasal A, contoh-contoh hukuman 
pidana yang bisa kita pandang Pasal 501Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.
20
 
b. Dasar Hukum 
1. Pasal 14 ayat 1Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 
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2. PP Nomor 72 tahun 2008 tentang Nomor Pengusaha Barang Kena Cukai. 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Kebijakan, 
Pengerasan, Penarikan NPPBKC untuk Wirausaha dan Pengimpor Pabrik, Distributor dan 
Bisnis di lokasi penjualan eceran Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA). 
2. Pengawasan 
  Pengawasan didefinisikan sebagai proses memastikan apakah kegiatan yang 
dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat diartikan bahwa pengawasan adalah 
suatu proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang berlaku telah dilaksanakan 
dengan baik sesuai dengan rencana atau tujuan kebijakan tersebut.
21
 
a. Pengertian Pengawasan 
 Pengawasan adalah sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi 
dan manajemen dapat tercapai. Ini berkaitan dengan cara membuat kegiatan sesuai 




Kontrol atau pengawasan adalah fungsi dalam manajemen fungsional yang harus 
dilakukan oleh setiap pemimpin semua unit atau unit kerja pada pelaksanaan pekerjaan 
atau karyawan yang melaksanakan sesuai dengan tugas utama masing-masing. Dengan 
demikian, pengawasan oleh pimpinan terutama dalam bentuk pengawasan yang 
melekat (built in control), adalah kegiatan manajerial yang dilakukan dengan 
tujuan untuk menghindari penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.
23
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Pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan 
dipenuhi atau dijalankan. Petugas bea dan cukai yang meneliti dokumen pada 
hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah importir 
memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau 
memberitahukan harga barang dengan benar atau tidak sesuai peraturan tentang 
penetapan harga. 
Pengawasan berarti melihat dan memelihara, sehingga dalam lingkup 
pengawasan di bidang cukai berarti melihat dan memelihara hal-hal yang 
berkaitan dengan penegakan hukum di bidang cukai. Pengawasan adalah salah satu 
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain memberikan layanan. 
Pengawasan adalah bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian dari 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi para peneliti apakah layanan telah dilaksanakan 
sebagaimana mestinya.
24 
Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai bersifat 
administratif dan fisik, dengan mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan 
yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang berlaku yang 
secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Negara dan/atau kerugian Negara 
yang difasilitasi.
25 
Petugas yang memeriksa barang impor pada dasarnya mengawasi karena ia 
memeriksa apakah importir memberi tahu jumlah dan jenis barang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Sejauh ini, yang dianggap sebagai pengawasan adalah orang 
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mengawasi orang, misalnya kegiatan petugas Bea Cukai yang mengawasi petugas lain 
yang memeriksa barang. 
Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau pemantauan dapat dilakukan 
menggunakan telepon, faks, atau radio. Bentuk pengawasan dengan cara ini adalah 
permintaan untuk laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan untuk permintaan 
ini. Jika pengawasan tidak efektif maka dapat dilakukan kontrol langsung terhadap objek. 
Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut inspeksi yang artinya pemeriksa 
berhadapan langsung dengan objek yang diminta. 
Setiap administrasi bea cukai harus melakukan kegiatan pengawasan. 
Kegiatan pengawasan pabean mencakup seluruh pelaksanaan wewenang yang 
dimiliki oleh petugas bea cukai dalam undang-undang mereka, yaitu memeriksa: 
kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, menyita, menangkap, 
menyegel, dan lainnya. Dalam modul untuk mencegah pelanggaran pabean yang dibuat 
oleh Organisasi Pabean Dunia, dinyatakan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu 
metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean.
26
 
Kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau  
petunjuk  pelaksanaan  yang  pada  umumnya  dituangkan  dalam  bentuk  
perundang- undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen (Direktur Jenderal) 
dan sebagainya. Bea Cukai harus memungut bea masuk atas suatu jenis barang 
impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah suatu rencana yang 
dituangkan dalam perundang-undangan. 
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b.  Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaningrat adalah : 
1. Untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak 
sesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuaidengan tugas dan 
wewenang yang telah ditentukan 
2. Agar  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  diperoleh  secara  berdaya  guna  dan 
berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
c.  Macam-macam Pengawasan 
1)  Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) 
 Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau 
unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Petugas atau unit pengawas 
ini bertindak atas nama kepemimpinan organisasi. Petugas atau unit pengawas ini 
bertugas mengumpulkan semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. 
Data tentang kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari 
pengawasan ini juga dapat digunakan dalam kebijaksanaan kepemimpinan. Untuk alasan 
ini, kadang-kadang pemimpin perlu meninjau kebijakan / keputusan yang telah 
dikeluarkan. Sebaliknya pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontrol internal bawahannya.
27
 
2) Pengawasan Preventif 
Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 
rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk 
mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem 
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pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam 
pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut : 
a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem 
prosedur, hubungan dan tata kerjanya. 
b. Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan. 
c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 
d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan 
pembagian pekerjaannya. 
e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan. 




d.  Prinsip-Prinsip Pengawasan 
 
1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi. 
2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. 
3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan. 
5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat. 
(6) Pengawasan harus bersifat terus menerus. 
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3. Bea dan Cukai  
 Lembaga Bea dan Cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu 
pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. 
Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang 
ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan Negara kepada suatu barang 
yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-
Undang Cukai. Jadi bila bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu 
tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu 
barang yang memiliki karakteristik khusus. 
 Seluruh proses pembelian dan penjualan antar Negara akan diperiksa oleh 
petugas Bea Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang 
telah dibuat oleh pemerintah. 
Proses Bea Masuk : 
 Lantas , bagaimana sebenarnya proses yang terjadi pada bea cukai sebelum 
sebuah produk masuk ke Indonesia yaitu : 
1) Pemeriksaan nilai kiriman dari sebuah barang. 
2) Melihat kelengkapan dokumen-dokumen barang tersebut. 
3) Memastikan semuanya telah sesuai dengan SOP yang ditentukan, semisal 
lulus uji BPOM khusus untuk makanan dan minuman. 
4) Mengecek barang yang diimpor tidak menyalahi aturan antar Negara. 
5) Penetapan tarif pembayaran bea masuk. 




 Pihak Bea Cukai membedakan jalur importasi ke dalam beberapa bagian. 
Tiga diantaranya adalah jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning yaitu : 
1) Jalur Hijau 
Barang Impor yang keluar melalui jalur hijau tidak perlu lagi melakukan 
pengecekan produk fisik mereka sehingga proses pengeluaran menjadi cepat. 
2) Jalur Kuning 
Biasanya jalur kuning itu harus digunakan oleh barang impor yang surat-
suratnya belum lengkap. 
3) Jalur Merah 
Jalur merah biasanya ditujukan untuk importir yang barangnya harus diperiksa 
terlebih dahulu oleh pihak Bea Cukai. 
  Menurut terjemahan Aufin Ramadhan Pasha bea dan cukai adalah urusan 
yang mengatur barang ekspor dan impor atau pungutan Negara kepada suatu 
barang yang memiliki sifat karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang 
Undang.
29
 Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Kebapeanan adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang 
masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea masuk.  
 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wailayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu 
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 Tugas dan Fungsi Bea Cukai ialah : 
Di Indonesia, pelaksanaan bea cukai adalah tanggung jawab penuh Direktorat 
Jenderal1Bea dan Cukai yang1juga membentuk anggota dari Organisasi Pabean Dunia 
(World1Custom Organization) yang menjadi lembaga  Kepabeanan, Direktorat1Jenderal 
mempunyai kurang lebih manfaat terkait atas penerapan kewajibannya, manfaat utama 
dan kewajiban Direktorat Jenderal Bea1dan Cukai diatur dalam1Undang-Undang 
Nomor117 tahun 2006 tentang1Kepabeanan : 
a) Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai 
dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. 
b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan 
operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas 
barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang-
undang yang berlaku. 
c) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, 
kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea cukai dan cukai berdasarkan 
undang-undang yang berlaku. 
d) Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea cukai 
cukai serta penyelidik bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. 
  tugas utama Direktorat Jenderal1Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan 
beberapa tugas utama Departemen Keuangan di bidang Bea dan Cukai, berdasarkan 
kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait 
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dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea 
masuk dan cukai dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum dan peraturan 
yang berlaku.
31
 dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal1Bea dan Cukai bukan 
sekedar  bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama pula dengan jabatan yang 
lain karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah selaku salah1satuperangkat 
pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia. 
Hubungan kooperatif mampu dijelaskan seperti berikut : 
1) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta1Direktorat1Jenderal Pajak. 
Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai elemen pelaksanaan 
kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan PPN Impor dan PPh 
Impor dalam hal ini juga diberi wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor 
dan dibebani dengan implementasi dari pengumpulan PPN Impor dan Impor PPh. 
2) Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea1dan Cukai beserta Direktorat Jenderal 
Perhitungan  
Ikatan kerja sama beserta Direktorat1Jenderal Perhitungan adalah lembaga 
pendukung Direktorat Jenderal Bea dan1Cukai dalam konteks pelunasan penghasilan 




3) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea1dan Cukai beserta bagian Perindustrian 
dan Perbisnisan. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai keinginan dalam penerbitan 
persetujuan bisnis dan perbisnisan yang diperlukan pada prosedur negosiasi 
ekspor dan pengimpor. 
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4) Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Jaksa dan Polisi. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  mempunyai ikatan pada jalan keluar perkara 
pidana yang berhubungan atas lalu1lintas pengimpor dan1ekspor dan jalan keluar 
kasus selundupan. 
5) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan1Cukai beserta bagian Teknis terpaut. 
Direktorat Jenderal1Bea dan Cukai mempunyai ikatan atas persetujuan untuk 
masuknya produk-produk khusus yang diatur sama bagian teknis terpaut, ibarat 
contohnya buat produk yang berkaitan dengan perbisnisan sehubungan pada 
Kementerian Perbisnisan. 
a. Landasan Hukum Tugas Bea dan Cukai ialah :  
 Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu 
lintas arus dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif 
dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. Instansi 
kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan 
penyelundupan terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk 
itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan 
pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas 
dalam pelaksanaan kepabeanan. 
 Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-
Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas 







4) Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung 
upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional. 
5) yang berkaitan dengan perdagangan global. 
Perbuatan yang dilarang dalam Kepabeanan ialah :  
 Ada beberapa pelanggaran dalam bidang Kepabeanan yaitu : 
a) Penyelundupan di sini yang dimaksud dengan penyelundupan di sini adalah 
mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor 
atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan 
menyembunyikan barang-barang di pangkalan atau dinding palsu (penyembunyian) atau 
di dalam tubuh penumpang. 
b) Deskripsi barang yang salah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari bea 
masuk yang rendah atau untuk menghindari larangan dan pembatasan. 
c) Pelanggaran nilai barang dapat terjadi dengan sengaja menurunkan nilai 
barang untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk 
mendapatkan pengembalian uang yang lebih besar (draw-back). 
d) Pelanggaran negara asal barang memberitahukan negara asal barang secara tidak 
benar, misalnya, negara asal Jepang diberitahukan oleh Thailand dengan maksud 




e) Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk untuk barang yang diproses, yaitu tidak 




a. Penegakan Hukum 
  Penegakan hukum adalah penegakan hukum yang di bidang kepabeanan 
dan cukai. Penegakan hukum melekat erat ketika memasuki pembicaraan tentang 
hukum. Hal ini disebabkan oleh karena hukum tidak akan berfungsi secara efektif 
bila tidak ada upaya penegakannya. Hukum adalah kaidah-kaidah yang 
diberlakukan di suatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai 
sanksi bagi pelakunya.  
1) Aspek yang mempengaruhi1penegakan hukum. 
  Penegakan hukum ialah permintaan penuh dengan cara untuk menciptakan 
Negara yang tenteram dan sejahtera, jika peraturan ditegakkan, ketentuan, perasaan, 
keamanan, perdamaian dan kehidupan yang harmonis akan terwujud. 
a. Aspek Struktur1Hukum (Legal Structure) 
 1. Petugas Penegak Hukum1(Law Enforcemen Officer) 
  Saat metode kehakiman pidana (Criminal Justice System) aparat penegak1hukum  
yang1terdiri atas petugas keamanan, jaksa, penuntut umum dan badan1kemasyarakatan , 
masing-masing petugas mesti menjalankan pekerjaan dan kewenangannya menurut 
sinergis sehingga diharapkan bisa menciptakan bentuk yang terintegrasi. 
 2. Badan Penegak Hukum 
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 Selaku badan Penegak hukum setidaknya ada1dua kegiatan yang berguna bagi  
majelis hukum yaitu : 
1) Fungsi yuridis adalah untuk menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan 
hukum dan1keadilan.  




b. Aspek Substansi hukum1(Legal Culture) 
  Subtansi norma ialah ketentuan, hukum dan contoh karakter orang yang ada pada 
bentuk, subtansu pula yang berarti buatan dalam bentuk kepastian maupun pengaturan 
(legislasi). 
c. Aspek Budaya1Hukum (Legal Culture) 
  Budaya berdasarkan  Soerjono1Soekanto mempunyai peran yang benar-benar 
dominan untuk orang dan kekerabatan, ialah yang memerintah sehingga orang bisa 
memahami dengan cara apa mereka harus berbuat, bertindak dan menemukan sikap 
mereka sementara mereka berhubungan kepada orang lain.
35
 
a. Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan. 
  Hukum kepabeanan pada dasarnya menganut prinsip penilaian sendiri terhadap 
importir atau eksportir yang terutang dan membayar bea impor atau bea ekspor sendiri 
(penilaian sendiri). Sistem penilaian diri memberikan kepercayaan kepada pelanggan 
layanan pabean. Namun, kepercayaan harus diimbangi dengan tanggung jawab, 
kejujuran, dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal 
pengguna jasa pabean mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
hukum pabean, penanganan pelanggaran atau ketentuan pabean lebih difokuskan pada 
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penyelesaian fiskal dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam 
bentuk denda.   
  Yang terpenting adalah perlu mendapatkan perhatian bahwa sanksi 
administrasi berupa denda sehingga dapat dikenakan pelanggaran yang diatur dalam 
Undang-Undang, ini dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28/2008 tentang 
Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Bentuk Denda dalam Bidang Pabean. 
  Pasal-pasal tentang sanksi administrasi di dalam undang-undang 
Kepabeanan yang dinyatakan dalam : 
1. Nilai rupiah tertentu 
2. Nilai rupiah minimum hingga maksimum 
3. Persentase tertentu minimum hingga maksimum 
4. dari kurangnya yang harus di bayar bea masuk atau bea ekspor atau 
5. Persentase tertentu minimum hingga maksimum dari bea masuk yang harus 
dibayar. 
 Pengenaan denda minimum ke maksimum mematuhi prinsip proporsionalitas, 
yaitu bahwa ukuran denda yang dikenakan dipengaruhi oleh beratnya pelanggaran yang 
dilakukan. Pengenaan sanksi administrasi ditentukan dalam bentuk surat penentuan. 
Surat ketetapan ini bisa tunggal, dalam arti hanya berisi sanksi administrasi yang 
dikenakan, atau digabungkan dengan ketetapan di bidang pabean lainnya. 
  Besarnya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan yang 
dinyatakan dalam rupiah tertentu. Misalnya, pasal 10A ayat (8) yang berbunyi: “Orang 
yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi 




sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah)”. Jika seseorang terbukti telah melanggar pasal tersebut, ia akan dikenakan 




b.  Penyelundupan Administratif  
  Adalah memberikan sejumlah, jenis dan harga barang dalam impor, 
penyimpanan, dan masukkan pemberitahuan. Pengiriman masuk atau keluar dari daerah 
Pabean, pembongkaran atau di dalam pemberitahuan apa pun tidak disebutkan item yang 
telah dikemas dengan barang yang telah dikemas dengan barang-barang lain. 
Baharuddin lopa telah merumuskan cirri-ciri penyelundupan Administratif yaitu : 
1. Bahwa barang-barang yang impor telah dimasukkan ke dalam daerah 
Pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang telah mengangkutnya, 
memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan yang telah 
resmi atau pelabuhan tujuan yang telah ditentukan. 
2. Kapal yang mengangkut akan memakai dokumen, yang misalnya memakai 
manifest, AA dokumen-dokumen lain yang telah diisyaratkan. 
3. Bahwa dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sudah dibuat dengan 
tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang 
yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak bakalan cocok dengan 
kenyataan barang yang telah di bongkar.
37
 
c. Dasar Hukum 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 145 / PMK.04 / 2007 tanggal 22 
November 2007 tentang Ketentuan Pabean di Sektor Ekspor. 
3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-15 / BC / 2003 tanggal 28 Juli 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Kepabeanan di Sektor Ekspor. 
4) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-152 / BC / 2003 tanggal 28 
Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Bea Cukai di Bidang Ekspor untuk 
barang-barang Ekspor yang memiliki kemudahan Pengimporan untuk tujuan Ekspor. 
   
  Prosedur Pengeluaran Barang Kiriman 
1) Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai 
dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan 
Cukai. 
2) Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan 
pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik 
barang secara selektf berdasarkan manajemen resiko oleh Pejabat Bea dan Cukai; 
Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT. 
3) Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung 
bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman 




4) Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya 
diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan 
pajak dalam rangka impor dilunasi.
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C. Kerangka Pikir 
  Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan 
gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah 
ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan yang menjadi 
indikator dari penindakan cukai ilegal dalam pengawasan dan pelayanan kantor 
bea dan cukai adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sehingga bisa adanya 
Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang memiliki tujuan agar 
Penindakan Cukai Ilegal 
Dasar Hukum 
- QS. 4/An-Nisa (4): 29 : 
- Hadist dari Rasulullah SAW 
 
- Undang-Undang1No. 39 Tahun Perubahan1Atas Undang-
Undang1No. 11Tahun 19951tentang Cukai 
penindakan cukai ilegal 
pada kantor pengawasan 
dan pelayanan bea dan 
cukai tipe madya Pabean C 
Parepare 
Upaya yang dilakukan oleh 
Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea Cukai Tipe 





melindungi masyarakat dari adanya barang yang terkena larangan, memajukan 
kemampuan dan memajukan bantuan masyarakat maupun melindungi harapan 
1masyarakat. Penindakan Cukai Ilegal, dan Upaya yang dilakukan oleh Kantor 








A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu landasan 
teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 
fakta di lapangan atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan 
terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. 
 Jenis penelitian yang digunakan penulis terdiri dari 2 jenis penelitian, 
yaitu penelitian yuridis dan penelitian sosiologis. Jenis penelitian tersebut 
akan dijelaskan sebagai berikut : 
a. Penelitian yuridis yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat 
kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan 
permasalahan yang di paparkan penulis. 
b. Penelitian sosiologis yaitu pendekatan dengan cara memahami objek 
permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa 
penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea 
dan cukai type madya pabean c Parepare.
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B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 
pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. 
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Penelitian ini dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan type madya pabean 
c Parepare.  
dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara 
memadai pada instansi tersebut. 
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam 
rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor 
pengawasan dan pelayanan type madya pabean c Parepare.  
 Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok 
persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun 
objek dalam penelitian ini meliputi: Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean C Parepare.  
D. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
 Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber yang 
akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang 
penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe 
madya pabean c Parepare. 
2.  Sumber Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diambil melalui sumber-sumber bacaan 
ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya 





E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Observasi 
Observasi  adalah penulis melakukan pengamatan langsung yang ada 
dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 
2. Wawancara 
 Wawancara adalah penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak 
yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan 
proposal ini. 
3.   Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan pengelolahan arsip yang 
dapat memberikan data lebih lengkap. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana 
peneliti mengelola data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan 
menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.  
2. Analisis data  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di 
analisa menggunakan teknik sebagai berikut: 
a. Data reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang 
dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak 




lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan 
oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. dalam hal ini, akan 
dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.  
b. Data Display (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian 
tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti. 
c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Kantor Pengawasaan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean 
C Parepare 
Kota Parepare adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan dengan 
luas wilayah 99,33 Km, kota Parepare sebagai pusat perdagangan dikawasan 
Utara Sulawesi Selatan telah menjadi parlementer tumbuhan disegala sektor serta 
menjadikannya sebagai kota jasa dan niaga dengan mengandalkan pelabuhan 
nusantara menjadi pintu keluar masuknya pedagang dan barang sejak dahulu. 
Kota ini telah menjadi jantung perdagangan di provinsi Sulawesi Selatan, untuk 
itu Bea Cukai Parepare hadir untuk melakukan Pengawasan dan Pelayanan di 
bidang Kepabeanan dan Cukai demi terwujudnya iklim perdagangan yang 
kondusif sekaligus melindungi masyarakat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Tipe Madya Pabean C Parepare adalah instansi vertikal dalam jajaran Rektorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor 
wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Wilayah 
pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare.
40
 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di 
peroleh keterangan sebagai berikut :  
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“Luas wilayah pengawasan meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, 
barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, majene, 




Luas wilayah pengawasan yang berada di kawasan kota parepare. 
 Bea Cukai Parepare didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan 
menjunjung tinggi integritas dalam rangka mempelancar arus lalu lintas barang, kantor Bea 
Cukai Parepare memberikan pelayanan Kepabeanan di bidang impor dan ekspor layanan di 
bidang cukai serta layanan informasi dan pengaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai Revenue Collector. Kantor Bea Cukai Parepare terus berinovasi meningkatkan 
pelayanan aktif memberikan asistensi sehingga realisasi penerimaan dari tahun ke tahun 
mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kantor Bea Cukai Parepare melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan berdirinya PLTB di kabupaten Sidrap yang merupakan 
pembangkit listrik tenaga paling pertama di Indonesia serta berdirinya PT biota laut ganggang 
yang berada di kabupaten Pinrang sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang 
merupakan industri rumput laut terbesar di dunia.  
 Mengembang tugas dan fungsi sebagai Community Protector Kantor Bea Cukai 
Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif  serta berkelanjutan 
termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal dan 
berbahaya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare berkomitmen 
memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa 
Kepabeanan dan cukai serta mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan 
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dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa melalui kekompakan, kerja keras dan kerja 
cerdas berlandaskan ketulusan hati dalam menjawab semua tantangan di masa depan. Bea 
Cukai Parepare akan terus bertransformasi, mengukir prestasi, menggapai visi dan memicu.
42
 
Bea Cukai Parepare sangat disiplin dalam menjalani aturan mereka apalagi terhadap 
barang-barang yang akan masuk kedalam wilayah Parepare. Diharapkan bea Cukai Parepare dapat 
menjaga integritas dan mengimplementasikan ketentuan disiplin dalam mengerjakan tugas sehari-
hari. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahruddin selaku pengatur tingkat 1 di 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh 
keterangan sebagai berikut : 
“Bea Cukai Parepare telah menjalankan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang 
Cukai dengan baik” 
“Adapun contohnya dalam menjalankan aturan yaitu penindakan terhadap rokok yang 






Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.3/PMK.01/2014 disebutkan 
susunan unit vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari : 
1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. 
2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 
3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. 
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  Pola relasi bea cukai Parepare dengan provinsi dan pusat merupakan kantor pelayanan 
di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan instansi vertical di bawah 
Kementerian Keuangan sehingga secara hirarki tidak berhubungan dengan pemerintah 
provinsi ataupun pusat. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan 
sebagai berikut : 
  “Pola hirarki kerjanya yaitu untuk hirarki, Kantor Pusat DJBC ke Kantor Wilayah 
DJBC Sulawesi Bagian Selatan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean C Parepare”. 
  “Kalau tugasnya Kantor Tipe C sebenarnya sama dengan yang lain, itu hanya 





B. Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe 
Madya Pabean C Parepare. 
1. Penindakan Bea Cukai yang sangat diperlukan untuk mengatur barang-barang kena cukai atau 
mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya 
termasuk barang-barang yang boleh kena bea cukai, fasilitas transportasi, gedung dan tempat-tempat 
lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai. 
2. Penyidikan dimiliki oleh pejabat Bea dan Cukai diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang 
hukum acara pidana untuk melakukan investigasi. Proses yang dilakukan oleh penyidik Bea 
Cukai harus melalui beberapa tahapan dalam implementasinya seperti kegiatan penegakan hukum, 
pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya. Petugas Bea dan Cukai secara khusus 
penyidik di bidang cukai yang dalam implementasinya akan dilakukan oleh DJBC, yaitu 
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menginvestigasi dan menginvestigasi tindak pidana di bidang cukai dan menyerahkan hasil investigasi 
yang telah diatur dalam pasal 63 UU No. nomor 39 tahun 2007. Investigasi pertama kali dilakukan 
oleh Bea Cukai kemudian mereka membawa dokumen lengkap (P21) ke Kantor Kejaksaan 
dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.
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3. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat 
atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang. Ada beberapa barang kena cukai yaitu:
46
 
1) Hasil Tembakau. 
2) Etil Alkohol atau Etanol adalah Barang Cair. 
3) Minuman Mengandung Etil Alkohol. 
  Adapun barang-barang ilegal yang masuk di kawasan pelabuhan Parepare yaitu : 
1) Hasil Tembakau 
2) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
3) Narkotika, Psikotropika, Prekurser (NPP) 
4) Kayu Putih dan Ulin 
5) Kayu Meranti 
  Dari kelima barang-barang ilegal yang masuk dikawasan Parepare, yang masuk cukai 
ilegal adalah : 
1) Barang Hasil Tembakau 
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  Barang Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau 
rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa 
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 
2) Minuman Mengandung Etil Alkohol 
  Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang dengan cair yang lazim 
itu disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang telah dihasilkan dengan cara 
peragian, penyulingan, atau cara lainnya.
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  Berdasarkan data yang diperoleh barang kena cukai yang berada di kawasan wilayah 
Parepare adalah Barang Hasil Tembakau: 
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1 serah terima 
dengan 
kanwil dan 3 
penyidikan 
(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C 
Parepare). 
 Bahwa di tahun 2017 terdapat 32 Penindakan yaitu dengan penindakan pemusnahan 
yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2018 terdapat 131 Penindakan yaitu 
dengan 131 pemusnahan 3 sanksi administrasi yaitu dengan membayar denda berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27 Ayat 4 dikenakan sanksi administrasi 
sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh aparat bea dan 
cukai 1 serah terima dengan kanwil maksudnya penyelesaian perkaranya di selesaikan ke 
kantor wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan pelayanan parepare) dan 2 penyidikan 
pada tahun 2019 terdapat 67 Penindakan yaitu dengan penindakan 60 pemusnahan yang 
dilakukan bea dan cukai dan 1 penyidikan. Peredaran rokok ilegal yang cukup 
mengkhawatirkan karena tersebar luaskan di toko dan warung-warung kecil di kota Parepare 
yang akan mengganggu pasar pabrik perusahaan dan juga pendapatan cukai. Dari data diatas 
kita bisa lihat kerugian Negara yang telah dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung 
jawab. 
Dalam rekap penindakan diatas ada penurunan pada tahun 2018 terdapat 137 




bapak Bahtiar Fahruddin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea 
cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut : 
“Hal tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat sehingga 
secara otomatis akan mengurangi penindakan yang dilakukan oleh bea cukai”
48
 
Berdasarkan data yang diperoleh barang kena cukai yang berada di kawasan wilayah 
Parepare adalah minuman mengandung etil alkohol : 
 
REKAP PENINDAKAN PADA BARANG MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL 




















2018 1 kali 315 Botol Rp. 
107,100,000 
- 1 sanksi 
administrasi 
berupa denda 
2019 - - - - - 










(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C 
Parepare). 
 Untuk ditahun 2017 ada 1 kali penindakan yaitu dengan penindakan pemusnahan, 
pada tahun 2018 ada 1 kali penindakan dengan penindakan pemusnahan 1 sanksi administrasi 
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berupa denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27 Ayat 4 
dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah 
ditetapkan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2019 tidak ada sama sekali penindakan yang 
dilakukan oleh aparat bea dan cukai. Masih banyak didapati minuman mengandung etil 
alkohol tanpa pita cukai dan masih banyak beredar disebagian besar wilayah Parepare. Dari 
data diatas kita bisa lihat menurunnya penindakan minuman yang mengandung etil alkohol. 
 Satuan Khusus yang menangani masuknya cukai ilegal ke dalam kawasan Parepare yaitu 
: 
pelaksanaan tugas yang hanya mengandalkan pengalaman yang dilakukan secara 
otodidak dianggap belum cukup untuk menjadi petugas yang professional dan dapat 
diandalkan sehingga dengan peningkatan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan 
penindakan diharapkan dapat menekan kegiatan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan 
dan cukai dan apabila terjadi pelanggaran, pegawai dapat memberikan hasil penindakan yang 
sesuai dengan target dan memenuhi unsur-unsurnya sehingga dapat dikenakan sanksi atau 
hukuman sesuai dengan ketentuan. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan 
sebagai berikut : 
“satuan khusus yang menangani barang kena cukai atau cukai ilegal yang telah masuk 
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Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kawasan Parepare, saat ini pihak 
KPPBC TMP C Parepare juga meningkatkan pengawasannya dengan melakukan berbagai 
penindakan baik itu impor, ekspor dan cukai tapi saat ini KPPBC TMP C Parepare terkendala 
dengan kekurangan jumlah personil, di setiap pelabuhan yang terindikasi pelanggaran yang 
masuk kawasan Parepare itu sebenarnya harus ada penjagaan dikarenakan jumlah personil 
yang tidak memadai maka dari itu KPPBC TMP C Parepare menjaganya secara bergiliran hal 
ini untuk mencegah barang kena cukai tentunya rokok ilegal dan minum alkohol. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahruddin selaku pengatur tingkat 1 di 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh 
keterangan sebagai berikut : 
”Jumlah personil kami belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 16 
orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, 
kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, 
mamasa, mejene, kota mamuju dan mamuju tengah. Namun demikian, kami tetap 





Pengawasan cukai diatur melalui kebijakan cukai yang sudah sesuai dengan roadmad 
untuk Industri Hasil Tembakau (IHT) di mana tujuan roadmad IHT adalah untuk mengontrol 
pendapatan Negara. Jelaskan potensi penerimaan cukai dan pelanggaran yang terjadi di area 
kerja jenis KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare sehingga diperlukan fungsi KPPBC di sini 
sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan dengan Barang Cukai 
(BKC). 
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1.  Faktor yang menghambat Bea dan Cukai dalam Pengawasan  dan Penindakan Terhadap 
Peredaran Rokok Ilegal di Parepare. 
a) Faktor yang menghambat Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran 
Rokok Ilegal di Parepare. 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau menghambat mengapa pengawasan distribusi 
rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak berwenang adalah sebagai berikut: 
(1)  Masih adanya kurang kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal. 
(2) Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. 
(3) Kurangnya kesadaran oleh produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan 
modal dagang kecil).  
(4) Masih lemahnya aturan atau regulasi tentang peredaran rokok ilegal  
(5) Adanya kenaikan tarif cukai 
b) Bentuk Kategori Pelanggaran Terhadap Rokok Ilegal 
Berlanjutnya peredaran rokok ilegal membuktikan bahwa masih ada banyak 
pelanggaran terhadap rokok ilegal. Salah satu pelanggaran disebabkan oleh keinginan untuk 
mendapatkan lebih banyak keuntungan dari produsen dan harga yang lebih rendah dari 
konsumen atau orang yang mengkonsumsinya.
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahruddin selaku Pengatur tingkat 1 di 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh 
keterangan sebagai berikut : 
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“Modus penyelewengan cukai yang terjadi ada beberapa yaitu ada pita tidak 
dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas 






Di kawasan Parepare ada yang namanya tingkat pelanggaran dari yang teringan sampai 
yang terberat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare di peroleh keterangan 
sebagai berikut : 
“Disini pelanggaran yang teringan itu menjual rokok yang menggunakan pita cukai 
yang tidak sesuai dengan peruntukannya”
53
 
2. Dampak dari Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. 
a)  Manfaat  yang  akan diambil  dari  kegiatan  penindakan  terhadap pelaku 
pelanggaran di bidang cukai.  
Bea cukai memiliki wewenang untuk mengawasi dan penindakan rokok ilegal terhadap 
pelanggar di bidang cukai, dari kegiatan ini, setidaknya ada dua manfaat yang didapat, yaitu: 
(1) Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. 
(2) Ada tambahan pendapatan Negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi pendapatan 
negara yang disimpan. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan 
sebagai berikut : 
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“Kawasan daerah parepare penindakan yang sering dilakukan itu adalah rokok ilegal 
tanpa pita cukai dan saat ini belum ada yang patuh sama peraturan karena kepatuhan 




b) Dampak  secara  langsung  dengan pelanggar peredaran rokok. 
Adapun  dampak  secara  langsung dengan peredaran  rokok ilegal adalah berupa : 
(1)  Dapat membatasi sirkulasi rokok ilegal  
(2) Dapat mencegah munculnya peningkatan sirkulasi rokok ilegal 
(3) Penindakan akan secara langsung mempengaruhi tingkat produksi.
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4. Hambatan yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya 
Pabean C Parepare 
a. Wilayah Geografisnya yang Luas 
Seperti yang penulis ketahui Wilayah kerja KPPBC mencakupi 12 Kabupaten yaitu, kota 
parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, 
majene, kota mamuju dan mamuju tengah sehingga dalam melakukan penindakan kurang 
efisien waktu. 
b. Kurangnya Personil 
Kantor KPPBC Parepare kekurangan personil dan hanya mempunyai 16 orang sedangkan 
yang harus mereka awasi ada 12 kabupaten dan kota. 
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c. Kurangnya peran masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di 
masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat mempengaruhi 
penegakan hukum tersebut 
1) Kurangnya partisipasi serta perdagangan kecil 
2) Kurangnya partisipasi dan kurangnya pengetahuan publik. 
3) Sulitnya menemukan Penyalur Rokok Ilegal.56 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan 
sebagai berikut : 
“Kami mempunyai kendala yang dihadapi disini itu berupa masih banyaknya 
pengusaha rokok yang tidak menaati peraturan, wilayah yang luas (12 Kabupaten) 




d.  Perlawanan dari masyarakat 
  Karena banyak orang bergantung pada rokok, rokok adalah sumber mata pencaharian mereka. 
Tetapi banyak orang yang salah dan memilih untuk bekerja dengan pengusaha tembakau ilegal. 
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  Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan yaitu :  
1) Pelayanan teknis bidang kepabeanan dan cukai. 
2) Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. 
3) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, pungutan Negara lainnya 
yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
4) Pelaksanaan intilijen, patrolo, penindakan dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai. 
5) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan  pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
6) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai. 
7) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi dan senjata api. 
8) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja dan 
9) Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
B. Upaya yang dilakukan oleh KPPBC dalam Pengawasan Cukai Ilegal 
a) Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum pelanggaran 
di bidang cukai. Kegiatan pengawasan preventif biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan 
sebelum produksi. 
b) Pengawasan Administrasi 
Upaya preventif adalah upaya awal untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan 
pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C 
dimulai dengan pengawasan administrasi dalam bentuk pengawasan sebelum produksi BKC, setelah 
produksi BKC, dan distribusi BKC yang sudah memiliki izin terhadap BKC. Barang yang akan 





c) Sosialisasi Sebagai Pencegahan 
Selain pengawasan administrasi dan fisik, KPPB juga melakukan sosialisasi ke berbagai 
kelompok untuk menginformasikan fungsi-fungsi utama cukai dan bahaya jika terjadi pelanggaran 
pajak. Bentuk kegiatan ini ditujukan untuk pengguna jasa, atau orang-orang yang bersentuhan 
langsung dengan barang-barang yang terkena bea dalam hal ini fokus pada produk tembakau. 
1. Upaya Represif 
  Upaya represif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan prefentiv. 
a) Pengawasan Fisik 
Pengawasan pelaksanaan ketentuan manajemen cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, 
transportasi dan distribusi BKC. 
Ada 13 Pencabutan ijin BKC yang dicabut pada tahun 2013, menunjukkan bahwa banyak 
perusahaan pada tahun itu memiliki ijin tetapi mereka sedang melakukan kegiatan pelanggaran cukai 
yang harus dihentikan izin produksi BKC. Meskipun jumlah tindakan yang diambil oleh KPPBC 
sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun, KPPBC masih berusaha dan meningkatkan pengawasan di 
wilayah kerja KPPBC untuk menyelamatkan kerugian negara.
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor 
pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan 
sebagai berikut : 
“Upaya untuk melakukan mengurangi pelanggaran cukai adalah dengan melakukan 
pengawasan dan sosialisasi secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal”.
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Hafidz, Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, 




Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum 
terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain: 
a. Faktor Internal 
Pengajuan tambahan personel atau pegawai adalah menambah jumlah pegawai melalui 
rekrutmen karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, pegawai ini 
akan ditugaskan ke semua kantor bea cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea 
dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat untuk 
mengetahui total kebutuhan pegawai di wilayah tersebut. 
b. Faktor Eksternal 
Batas kawasan yang bebas dan tidak jelas, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Bea dan Cukai 
Kota Parepare untuk mengatasi hambatan-hambatan ini meliputi: 
a) Meningkatkan Pengawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare 
b) Melakukan patrol 
Tingkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk terwujudnya efektifitas hukum. 
Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan konseling rutin 
untuk meningkatkan kesadaran hukum. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahruddin selaku pengatur tingkat 1 di 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh 
keterangan sebagai berikut : 
“Upaya dan komitmen dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penindakan 
barang cukai ilegal yaitu dengan meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan 








Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk menemukan segera penyalur 
rokok ilegal. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kinerja tim intelijen 
untuk mengetahui informasi tentang kejahatan distribusi rokok ilegal tanpa cukai dengan melompat 
langsung ke lapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan yang diduga sebagai titik masuk bagi rokok ilegal 
tanpa cukai. Diharapkan bahwa pedagang rokok ilegal dapat ditemukan dan juga dalam hal ini Kantor 
Bea dan Cukai juga akan membuka layanan informasi dan pengaduan jika masyarakat Kota Parepare 
mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahruddin selaku pengatur tingkat 1 di 
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh 
keterangan sebagai berikut : 
“Akibat hukum dari penyitaan rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai 
adalah akan dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan Undang-undang 
No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai kemudian atas barang yang disita akan dijadikan 
Barang Dikuasai Negara yang selanjutnya akan dimusnahkan sesuai dengan PMK-
62/PMK.4/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak 




Masyarakat yang masih saja melanggar aturan bea cukai akan mendapatkan hukuman berupa 
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C. Penyelundupan di Bea Cukai dalam Perspektif Hukum Islam  
Kejahatan penyelundupan di jinayat yang termasuk dalam hukuman takzir adalah hukuman 
yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi 
wewenang pihak berwenang untuk menentukannya.
63
 
Jika negara melarang impor barang ilegal atau ekspor barang secara ilegal, dalam rangka 
membela kepentingan publik umat Islam, maka peraturan pemerintah semacam ini tidak boleh 
dilanggar, baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerja sama  dengan penyelundup atau 
memasuk barang untuk penyelundup.
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Dilihat dari sistem ekonomi Islam, penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam, yaitu 
sistem ekonomi Islam, sistem yang didasarkan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang 
akan membawa umat manusia di jalur diberkati olehnya. Sistem ini didasarkan pada agama Islam, 
karena Islam sebagai "Rahmatan lil alamin" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki 
makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi.
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Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang 
mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. seseorang yang melakukan kejahatan 
terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena 
dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut. 
Allah swt berfirman dalam surah al-maidah (5): 32 
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                                
                           
                          
Terjemahnya : 
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa 
membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena 
berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang 
siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 
kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka 




dalam ayat di atas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh Al 
Qur'an, itu juga menekankan larangan bisnis yang dilakukan oleh proses kejahatan. penyelundupan 
adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat 
luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang 
seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an 
menawarkan prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang zatiniyah 




Penipuan "penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki terbesar, yaitu perdagangan 
dan pertukaran manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak pendek 
                                                             
66
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 149-150. 
 
67
Ike Arendha, Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir, skripsi, (Pekanbaru 









Juga dalam surah lainnya disebutkan surah Al-Imran (3): 130 
                               
Terjemahnya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 




Kata keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan bersyarat. Keadilan dalam 
produksi dan konsumsi adalah untuk menghindari penindasan dan penghapusan kebutuhan. Keadilan 
dalam distribusi yang tepat; distribusi pendapatan dan kekayaan harus sama untuk semua orang. 
1. Bentuk Penyelundupan Barang 
Penjualan dan bisnis jual beli pada Islam adalah potongan dari muamalah fiqih, karena 
melibatkan keperluan orang, yang mungkin memiliki dasar hukumnya. Karena keahliannya, perubahan 
dan karya harus dianjurkan buat dikembangkan dengan bermuamalah, asalkan1tidak konflik dalam 
prinsip-prinsip1Islam, serta menyimpan unsur1riba dan dengan sebagainya. Ini sejalan dengan 
aturan yang menyatakan kepada semua masalah muamalah bagi dasarnya diizinkan, selain ada 
argumen yang melarangnya.70 
Masalah yang muncul saat ini adalah peristiwa yang berada di luar jangkauan hukum, 
karena kecanggihan teknologi yang dimiliki saat ini sehingga bentuk kejahatan yang lebih 
canggih dilakukan, seperti maraknya berita selundupan produk yang datang dari luar Negeri 
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dan di dalam Negeri tanpa melewati  pemberitahuan atau mendapatkan perizinan pada 
penguasa maupun diperjualkan atau bagi penggunaan pribadi. 
Hal itu mengingatkan kaidah fiqh “peraturan pemerintah yang ditetapkan karena 
menimbang maslahat rakyat itu tidak boleh dilanggar”. Apalagi, jika barang impor atau 
ekspor barang secara ilegal itu bisa menghancurkan perekonomian Negara.
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 Seperti di pelabuhan Parepare Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe 
Madya Pabean C Parepare terdapat pelanggaran berupa rokok ilegal dan minuman 
mengandung etil alkohol haram dikarenakan menyelundupkan barang tanpa sepengetahuan 
bea dan cukai. Alkohol merupakan barang khamr merupakan jenis minuman yang 
memabokkan dikarenakan khamr adalah barang yang merupakan dari sumber kejahatan.  
 Bea cukai ekspor-impor ini juga harus dilakukan seadil-adilnya dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. sebagai konsekuensinya karena pungutan bea 
cukai masih ditentukan oleh kepala negara dengan peraturan, bagi pelanggar, yaitu 
penyelundup, tentu saja dikenakan sanksi hukum dengan beban berat berdasarkan hukum 
yang berlaku di negara itu sendiri. Sebagai negara yang baik, tentu saja, harus selalu 
mematuhi semua aturan otoritas negara atau pemerintah. ini juga diperintahkan oleh Allah, 
sebagaimana firmannya dalam surah An-nisa (4): 59  
                             
                               
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
72
 
 berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati kepala negara atau ulil-
amri, selama kepala negara tidak bertindak adil atau melanggar aturan dalam pemerintahan yang 
diberlakukan. 
 dengan demikian penyelundup ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang 
ditentukan oleh undang-undang, jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, karena 
mereka telah melakukan muamalah tanpa memperhatikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah.  
Sebagaimana Allah swt berfirman pada surah Al-Baqarah (2): 188 
                                 
          
Terjemahnya : 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang 
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.
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Dijelaskan pula didalam firman Allah swt dalam surah An-Nisa (4): 29 : 
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                           
                        
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
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 Dari dua ayat di atas, jelas maksudnya melakukan muamalah, apa pun yang kita dilarang 
melakukan tindakan yang mengandung unsur ilegal. termasuk penyelundupan juga tidak diizinkan, 
karena penyelundupan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 
 Bentuk penyelundupan administrasi pada prinsipnya adalah tindakan memanipulasi dokumen 
yang seharusnya melindungi barang yang diekspor atau diimpor dengan dokumen yang ditentukan 
oleh aparat bea dan cukai. Manipulasi semacam itu bisa dalam bentuk manipulasi kuantitas, yaitu 
perbedaan jumlah barang, ketidakcocokan jumlah barang yang didokumentasikan. 
 Menanggapi manipulasi, Allah swt berfirman dalam surah Al-Muthaffifiin (83): 1 
          
Terjemahnya : 
 “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.
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Sedangkan Sabda Rasulullah saw menyatakan :  
اِم؟ اِحب  الطهع  ا ي ا ص  ا ه ذ   ه 
Artinya : 
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“Wahai pemilik makanan apa ini?” Beliaupun menegurnya kenapa sesuatu yang basah itu 
tidak diletakkan di luar saja sehingga bisa dilihat oleh orang yang mau membelinya. Dengan 
tegas beliau menambahkan pernyataan :  
ْى غ شه ف ل ْيس  ِهنِّيم  َ  
Artinya : 
“Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku” (HR MUSLIM).
76
 
 kemudian berdasarkan dalil di atas, tindakan penyelundupan dengan memanipulasi 
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Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penindakan Cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe 
madya pabean c parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk ke dalam 
kawasan Parepare, ada penindakan dan penyidikan yang menanangi pelanggaran-pelanggaran. 
Tetapi jumlah personil belum memadai dikarenakan pegawai di seksi p2 hanya 16 orang 
sedangkan yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota, bea cukai tetap berusaha 
sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan di parepare, penindakan yang dilakukan 
oleh aparat bea dan cukai Parepare yang membawa masuk barang cukai ilegal ialah diberikan 
sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 ((Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan 
Undang-Undang Cukai dan penindakan berupa 1 serah terima berupa kanwil maksudnya 
penyelesaian perkaranya diselesaikan ke kantor wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan 
pelayanan Parepare). 
2. Upaya-upaya penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea 
cukai tipe madya pabean c Parepare adalah : 
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum 
adanya pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh 
KPPBC dimulai dari pengawasan administrasi yang pelaksanaannya berupa 
pengawasan sebelum produksi BKC, sesudah produksi BKC dan pendistribusian BKC 





  Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan 
antara lain : 
  Menambahkan jumlah personil, meningkatkan pengawasan dan penindakan agar 
tidak ada lagi orang-orang yang melanggar peraturan serta menjual barang kena cukai 
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Wawancara dengan bapak hafidz selaku kepala seksi P2 kantor pengawasan dan pelayanan 
bea cukai tipe madya pabean c Parepare. 
Wawancara dengan bapak bahtiar fahruddin selaku pengatur tingkat 1 kantor pengawasan dan 









1. Minuman mengandung etil alkohol 
 
2. Rokok 






3. Foto bersama bapak hafidz selaku kepala seksi p2 kantor pengawasan dan pelayan bea 
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